
Menimbang 

engingat 

BUPATI INDRAGIRI HILIR 

PROVINS! RIAU 

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR 
NOMOR 'IS TAHUN 2023 

TENTANG 

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN 

BARANG MILIK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI INDRAGIRI HILIR, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan 
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Repubik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri
Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menyjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

6.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Miulik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

9.

10.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Penegelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG
MILIK DAERAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Indragiri
Hilir

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD
adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang
mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut Kepala
BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir sebagai Pejabat Penatausahaan Barang.

8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli dan/atau diperoleh
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan
lainnya yang sah.

9. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang
adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan
kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik
Daerah.

10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang
mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat
pengelola keuangan daerah.

11. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna Barang
adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna Barang Milik Daerah.

12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa
Pengguna Barang adalah kepala unit kerja Perangkat Daerah atau pejabat
yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan Barang Milik Daerah
yang berada dalam penguasaannya.

13. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah selanjutnya disingkat
RKBMD adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik
Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan
keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan
pemenuhan kebutuhan yang akan datang.

14. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua
Barang Milik Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan
secara berdaya guna dan berhasil guna.

15. Pemanfatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak
digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah yang tidak mengubah status
kepemilikan.

16. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
17. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar

barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang
untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau
Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas
barang yang berada dalam penguasaannya.



18. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah adalah
pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan
dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.

19. Standar Harga adalah penetapan besaran harga sesuai jenis, spesifikasi
dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

20. Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan
penghitungan pengadaan Barang Milik Daerah dalam perencanaan
kebutuhan.

21.Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan
sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan Barang Milik
Daerah dalam perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah.

22. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
RKA- Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
APBD.

23. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah Rencana Tahunan Perangkat Daerah.

24. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
RKBMD adalah daftar yang memuat perencanaan kebutuhan Barang Milik
Daerah yang disusun Pengelola sebagai bahan dalam penyusunan
Rancangan APBD untuk 1 (satu) tahun anggaran.

25. Kartu Inventaris Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat KIB adalah
daftar yang memuat daftar Barang Milik Daerah yang ada di Pengguna
Barang.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini merupakan pedoman
bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan penyusunan RKBMD dan
mewujudkan pencapaian kebutuhan riil Barang Milik Daerah.

Pasal 3

Tata cara penyusunan RKBMD disusun dalam bentuk dokumen dengan
sistematika sebagai berikut:
BAB I : RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN
BAB II : RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN
BAB III : RENCANA KEGIATAN PEMANFAATAN
BAB IV : RENCANA KEGIATAN PEMINDAHTANGGANAN
BAB V : RENCANA KEGIATAN PENGHAPUSAN

Pasal 4

Tata cara penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Tata cara Usulan, penelaahan dan penetapan RKBMD diatur dalam lampiran
Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri
Hilir.


